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CILACAP - Arti Grasi dalam sistem Pidana Indonesia, Grasi adalah
pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan
pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan
yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan
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pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi
bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan
penilaian terhadap putusan hakim.

Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang
yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.
Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau
menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak
berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi
terhadap terpidana.

Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa, 1). peringanan atau perubahan
jenis pidana. 2). pengurangan jumlah pidana. 3).penghapusan pelaksanaan
pidana.

adapun prosedur yang untuk mengajukan permohonan Grasi sebagai berikut:

1). Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya,
atau keluarganya, kepada Presiden. 2). Salinan permohonan grasi disampaikan
kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk
diteruskan kepada Mahkamah Agung. 3). Permohonan grasi dan salinannya
dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan
tempat terpidana menjalani pidana. 4). Dalam hal permohonan grasi dan
salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden
dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada
tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya
permohonan grasi dan salinannya. 5). Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua
puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi,
pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas
perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Terkait Grasi Dasar Hukum di Indonesia diantaranya,  1).Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2002 tentang Grasi. 2).Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
3).Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni
2016. 4).Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014
tentang Pedoman Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.

Dalam hal tersebut Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan
grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Sumber: Website Mahkamah Agung
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